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HTIKUM, DEMOKRASI I'AN HAK ASASI MANI.ISIA;
MAKNA DAN IMPLEMENTASINYA DI TNIX)NESIA

Oleh:
Sri Handayani

Dalam sudtu negara anlora huhtm, demohtasi dan hak asasr monusia merupoAan sudtu
bagtan yang tidok dapdt dipisah-pisohlan salu sdma lainnXa. Sebab lanpa ad lya dart
salu hagian lersebul moka negara alom mengalanu ketrmp<tngan, ddanya otoriter sena
kediktatoran dalam menyelenggarakqn suatu negdra. I Intuk ilt implemenla$ir"ya perlu
kearifan dari setiap komponen bangsa.

Pendahuluan
Dewasa ini semakin semarak isu

tentang Hak Asasi Manusia (FIAM) dan
Demokasi" terutama sejak tumbangnya
pemerintahan Orde Baru. Hal ini dapat
dimaklumi mengingat setelah sekian lama
(kurang lebih tiga puluh lima tahun )
masyarekat Indonesia mengalami
pembatasan ruang gerak dalam kehidupan
berbangsa dan bemegara. Implementasi
hak asasi manusia dan demokasi lebih
bersifat formalistis dari pada fungsi yang
sesungguhnya. Dalam bentuknya yang
formal tersebut hak asasi manusia dan
demokrasi seringkali dikemas dan dibalut
dalam suatu p€rangkat hukum yang
dirumuskan semata-mata demi
mempertahankan Status Quu yang
memungkinkan memiliki penguasaan
secara total (totalitair). Demokrasi yang
diberi label l)emokrasi Pancasila hanyalah
sebuah simbol untuk menunjukkan betapa
tinggi peradaban demokrasi di Indonesia.
Realita yang sesungguhnya adalah sebuah
retorika yang seringkali dimanfaatkan bagi
pembenaran kekokohan tirani kekuasan.

Meskipun Orde Baru telah berakhir
dan berganti suatu Orde Reformasi yang
menuntut reformasi di sepla bidang,
terutama penekanannya pa:la penegakan
hukum (supremasi hukum), ,Jemokrasi dan
hak asasi manusia, namun masih banyak
masalah-masalah hak asasi manusia yang
belum dapat dituntaskan- Masalah-masal ah
tersebut antara lain; masalah pelanggaran
Hak Asasi Manusia di Aceh, Timor'l'imur,
Maluku, Papua, Kahmantan Tengah dan
tragedi Trisaftri. Para tokoh intelektual
dibalik kasus tersebut diatas yang
seharusnya bertanggung .iawab masih
belum dapat dipastikan diajukan ke
Pengadilan.

Todung Mulya Lubis berpendapat
bahwa dalam masa transisi di Indonesia
saat ini, tantangian pemerintah sangat b€rat,
karena persoalan yang diradapi bukan
semata-mata persoalan hak rrsasi manusia,
melainkan persoalan Wngtlottzn rule ol
/aw, persoalan legal refornr dalam artian
umum. (Todung Mulyalubis : 2001 : '146).

Huhutn, D.noLruti Dor Hqh Astsi Manutia;
lllahna Dqn Implementosinyo Di It don.siq
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Dalam kaitan legal reform, secara
faktual Indonesia sgkararig telah
mempunyai lebih banyak perangkat
perundangan tentang hak asasi manusia,
baik yang tercantum dalam tJndang-
Llndang Dasar 1945 beserta perubahannya
dalam amandemen, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia maupun Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Flak
Asasi Manusia beserta Keppres Nomor 3l
'Iahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perangkat
peraturan tersebut merupakan modal dasar
yang sangat bermanfaat dalam memperkuat
lembaga hak asasi manusia di Indonesia.

Petsoalan yang mendasar artalah
apakah seluruh lapisan masyarakat
Indonesia telah mengetahui serta
memahami makna hak asasi manusia dan
demokrasi agar implementasinya tidak
menyimpang dengan konsep yang dianut
oleh negara serta aturan hukum positip
vang berlaku.

Demikian pula masalah rule of law,
erat kaitannya dengan penegakan hukum.
Penegakan hukum merupakan bagian dari
kekuasaan suatu negara. Kekuasaan negara
yang bersifat totalitair dan tak terbatas akan
mengakibatkan terhambatnya
perkembangan demokrasi, sehingga hak
asasi manusia cenderung dikesampingkan.
Demokrasi dan hak asasi manusia
merupakan dua konsep yang berbcda,
tetapi sangat bertalian erat dan tidak dapat
dipisahkan satu sama lain, karena di satu
sisi demokrasi adalah suatu cara

pelaksanaan negara sebalgai organisasi
kekuasaan yang menjamin l)engakuan hak
asasi manusia. Di sisi lain pelaksanaan
demokrasi itu sendiri harui diltndasi hak
asasr manusia.

Ajaran 77ras I'oliticd dan
Monteriquieu, membagi llekuasaan ke
dalam tiga bagian yaitu; (l) kekuasaan
eksekutif, (2) kekuasaan legislatif, dan (3)
kekuasaan yudikatif, yang bertujuan untuk
menyeimbangkan kekuasaan
,memungkinkan saling kontrol dalam
pelgksanaan pemerintahan serta mencegah
pemenntahan yang ototiter. Tujuan
tersebut diatas diharapkan dapat
menciptakan iklim demokrrrsi yang pada
gilirannya melindungi kepentingan rakyat
atas kebebasan, persamaan dan hak milik
sebagai bagian hak asasi matrusia.

Tujuan dan harapan itu akan
menjadi kandas manakala kekuasaan itu
tidak dibatasi meskipun pembagian
kekuasaan telah dilakulian Lord Acton
mengatakanl " Power . tend.\ to corrupt,
ttbsolute powar corntpls ahxtlutelf'.
Kekuasaan itu harus dibatasi karena
kekuasaan itu cenderung korup.
Pem[atasan l<gftrresaan serta pengendalian
kekuasaan yang efektif adalah melalui
hukum- Oleh sebab itu hulum tak dapat
dipisahkan dan keklasaan. kekuasaan juga
tidak dapat dilepaskan dan hukum (Sri
Sumantri ,1999 2 ). Pertalian yang erat
antara hukum, kekuasaan dan kebebasan
lpolitik) dalam pelaksanaan pemenntahan,
diutarakan Montesquieu sebagai berikut;

Huhum, Demoitati Dan Hoh Asasi Maautia;
Mohaa Dan In pl.mentasinyq Di Indonesia
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, "Political liberty does ot ao6tqt.
only in the pobter of do,ng what ve .otqfil
to will, and in rutt being.constrained to do.
what +ee ought not to will .. ... -.. Libqly is
a right of doing wlwtover the laws pennit,
and f a citEen could do what ,they forbid,
he would no longer possessed of lihefly
hecause oll his fellow citizens would lwve
the sqme power]l.(. Montesquicu , 1949.,.'..
xix ). Pemyataan Montessrieu t6neb{!t
semakin menjelaskan betapa pentingnya
penuan hukur dalam menottukan apa
yang boleh.dan .apa.yang tidak boleh
dilalokan yang sekaligus marupakan
rambu-rambu pembatas kebcbasan.
Demikian pula hukum itu harus dipalumi
dalam kontels penrbagiaa kekuasaan (tfte
sepafation oJ power\.

B€rtolak dari pemahaman bahwa
dcmolaasi itu merupkan cara pelaksanaan
negara sebagai organisasi kelansaan yang
menjamin penSakuan hak asasi manusia
dan pelaksanaan demokrasi itu harus
mengacu pada haf asasi manusi& maka
perlu dibahas secara . kompehensif perihal
dinamika perkembangan konsep hak asui
manusia dan demokrasi, bagaimana
keterkaitan antara keduaoya, serta
bagaimana pula aplikasi hak asasi manusia
dan demokrasi t€rrbut di Indonesia
sebagai negara hukum.

Konsep Demolcari Drn Eak Anri
Manusie; Mrkna lhn
Perkenbongennyr

Menurut pcngertian harfialmya apa
yang dimaksud dengan dernokrasi adalah

kekuasaan \kraten) raklat (denos).
Dengan demikian "demokasi" itu
menyiratlon arti kekuasaan (politik anu
pemerintahan) dari i oleh / untuk
rakyqtHal scnada dikemukalon oleh
Giovanni Sartori. .scbagai berikut; .
Litcrally, demouacy means "power of the
people'.: thot the power be:long,s to the
people,'('Soetarfryp,.W, 1997 : 83 ).

Pcmahrnan, . ,. tcntaog demokrasi
tidak cukup jelas jika hanya berpegangpn
peda pengertian yang harfiah seperti irq*
karcna penjelasan tcrsebqt tidak lebih dari
definisi kata-kata yang menerangkan arti
dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain.
Pnrblem mpndasar yang acapkali timbul
ialah siapakah yang dimaksud dengan
*rakyaf' 

Qxople'), dan ape yang dimaksud
dengan kekuasaan (power'1 itu *ndiri

Dalam praktck terdapt dua ihwal
yang scring rnuncul menjadi masalah yaitu;
pertatr4 masalah tenhng apa dan siapa
saja yang dimaksud &ngln 'rakyaf itu?.
kedua, masalah bagaimaru kekuasaan
dari/olelr/utuk rakyat itu
diimplcmentasikan dan dirca.l isasikan agar
efcktif ? (Soetandyo W, 1997 : 83).

Temyata problcm tcrscbut tetap
menjadi perbincangan dan didalam praktek
yang.dimaksud dengan raklat itu adalah
bagian dad populus tertentq yaitu mcrcka
yang bedasarkan tndisi aau kesepakatan
for.mal tertertu. diakui untuk men$mbil
bogian dalom proses pengambilan
kepr*usan atau kebijakan yang menyangkut
urusan publik atau pemerintahan.

Halun, Dcnoltcsi Dan Ha* Atati Manutis;
llehra Dan Inplent ntttitlo Di Indonesio
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Berkaitan dengan fungsinya,
demokiirsi merirpunyai' arti penting bagi
kehidupan masyarakat, berbangsa dan
bemegara, karena menyangkut keterl ibatan
rakyat untuk menentukan sendiri jalannya
organisasi negara. Di dalam berbagai
pengertian demokrasi selalu memb€rikan
makna yang meletakkan rakyat pada posisi
p€nting, meskipun implikasinya di
berbagai negara berbeda-beda.

Deliar Noer mengatakan bahwa
demokrasi sebagai dasar hidup bemegara
memberi pengertian bahwa pada tingkat
terakhir rakyat memberikan ketentuan
dalam masalah-masalah pokok yang
mengenai kehidupanny4 termasuk dalam
menilai kebijaksanaan negara, oleh karena
kebijaksanaan tersebut menentukan
kehidupan rakyat. (Deliar Noer, 1983:207)

. Kehidupan ra$at yang semakin
kompleks membutuhkan suatu organisasi
masyarakat dalam sistem demokrasi agar
dapat mencapai kesempurnaan dan
kesejahteraan. Sistem demokrasi bagr
kehidupan berbangsa dan bemegara itu
pada hakekalnya dilandasi filosofi bahwa
manusia itu merupakan mahkluk yang
bebas untuk mengatur dan menentukan
hidupnya sendiri dan bahwa manusia
sebagai individu memiliki derajat yang
sama karena persamaan kodrati. Suatu
negara dan masyarakat yang berfilosofi
seperti itu disebut negara dan masyarakat
yang demotratis.

Pandangan tentang demokrasi
berubah-ubah dan masa ke masa sesuai
dengan perkembangan dan perubahan suatu

masyarakat, berawal dari masa Yunani
kuno sampai abaal modem. lriiplerhehtaSi
demokrasi pada masa Yunani kuno dan
demokasi modem berMa. Demokrasi
yang dilaksanakan pada masa Yunani kuno
bersifat langsung (direct democracy),
sedangkan demokrasi pada abad modern
pada umumnya dilaksanakan melalui
perwakilan. Namun pada hakekatrrya
memiliki prinsip yang sama yaitu, bahwa
kekuasaan berada ditangan rakyat , dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

Dalam perkembangan selanjutnya,
pemikiran tentang hak-hak politik rakyat
berkaitan dengan pemisahan kekuasaan
melahirkan dua konsep demokrasi yaitu,
konsep demokrasi yang berkaitan dengan
peranan negara dan peranan masyarakat
,yaitu demokrasi konstitusronal abad 19
dan 20. Kedua konsep imi senantiasa
dikaitkan dengan konsep negara hukum
(Mahmud MD 2000:4243).

Konsep negara hukum jelas
mengemban konsep hak arasi manusi4
karena menurut konsep ini negara tifuk
didasarkan kekuasaan semata-mata.
Konsep hak asasi manusia lahir dari
pemikir-pemi kir di negara-negara Barat.

Pada awalnya, sekitar abad ke
delapanbelas, hak asasi manusia dipahami
sebagar pemberian Allah, sebagal
konsekwensi bahwa manusia adalah
ciptaan Allah. Hak-hak tersebut sifatnya
kodrati, artinya bahwa :

a. Kodratlah yang menciptakan
dan mengilhami akal budi dan
pendapat manusia:

Hulrum, Dcnohrosi Dan Hah Asasi Manusia:
L{ahna Dtn laplengnlasinyo."Di I ndo-rytsia

308 Sfi Eandayani



PERSPEKIIF L'olune ,7 Nol fohun 20Ol Mist Oktober

.,,.. b, , Sotiap,orang dilehirkan dengan
hak-hak tersebut: dan

c. Hak-hak itu dimiliki manwia
dalam keadaan alamiah (srar of
natur€) drn kemudian
dibawanya dalam hidup
bermasyarakat.

Sebelum adanya pemerintah, individu itu
otonom dan berdaulat, oleh karenanya tetap
berdaulat dibawh setiap p€merirtah
karena kedaularan tidak dapat dipindahkan
dan adanya pcmerintah hanya atas
persetujuan dari yang diperintah. (PM.
Hadjon: 1987 :4142).

Bcrawd' ilaii: pemikiran Barat
tersehrt lahirlah beftagsi kons€p tentsng
hak asasi manusia. Antan lain ko$ep
individualistilq konsep sosialis dan konsep
Dunia Ketiga.

Dalarn konsep individualistik, W.
asasi manusia ditekankan pada hak dan
keti€basan yang melekat p6da kodrat
manusia yang stahrsnya setragi individu.
Hak mana b€rada di atas negana dan diatas
sernua orgurisasi politik dcngan sifat
mutlak dan tak dapat digangsu Crrpt.

Berb€d8 &ngan konsep sosialis,
hak asasi manusia tidak dipcndang sebagu
kodrat manusia, melainkan bersumber dari
negara. negaralah yang mencta$an apo
yarg mcrupakan hak. Menurut 1,. He*in,
mahm hak asasi manusia tidak
menckankan pada hak terhadap
masyarakat, tetapi justru men€kanksn
kewqiiben rcrhadap masyarakat.

Konsep Dunia Ketiga, antxa lain
diga'gas oleh lvlshatma Gandhi yang

mengemuka&an bahwa hak .rsqsi manusia
meliputi h8k-hak sosial dan pcrorangm.
lfak sosial terdiri atas : ahimsa (freedom
from violence/, rmteya (lieedom from
wants), aparigraha (fieedom from
exploitation), avybhicara (frcedom &om
violation or dishonour), ermitaws dan
arogta (frer,do,m from early dead and
dcsease). Scdangkan hak perseorangan
melipnti : abedha (ab*rce of intolerance.),
buthdaya atau astreha (compassion or
fellow feeling), juaw vidya (knowlodgp),
satya .laru .rzntra (freedom of thought and
consci€nce/, prcreetti atau abhaya dhriti
(freedom from fear and frrstation or
despair). (P.M. Hadjon 1987 4142)

Konsepsi hak asasi manusia
selanjuurya berkembong di berbagai negara
didunia, seperti Amerika, Peranciii,
hrygris, serta di kawasan Alh-ka'dan Asia.
Perkcmbangrnnya selaras dcngan tujuar
dan situasi negara yang b€rsangkutan,
apokah lebih menekankan kesejahteraan
skonomi masysrakatnya dari p6da
kepentingan hak-hak politik atau
sebaliknya.

Demi mewqiudkan kerjasama
htcrnasional &lam memccahkan penoalan
internasional di bidang ekonomi, sosial,

dan kernanu-siaan, dengan
melallui perjalanan yang sangat panjang
a&himya discpakati dan ditandatan$ni
Piagam PBB di San Fransiscq tanggal 26
Jmi 1945 yang didalamnya, mencgaslon
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Di dalam mulodimah antara lain
diteggskan "demi mernperteguh peda h*-

lfy*un, Dcaohnsi Dsn Hol Atati Ma.atia;
trIolsc Don Inplcsc;tttiuy! A litorrasla
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hak asasi manusia, pada harga dan derajat
diri manusia, pada hak-hak yang sama,
baik bagi lakiile&iJlru[un .Wanita, dan
bagi segala bangsa besar dan kecil, dan
demmi membangunkan keadaan, dimana
keadlian dan penghargaan terhadap
kewajiban-kewajiban yang timbul dari
peqanjian-perjanjian dan lainJain sumber
hukum internasional dapat dipelihara".

Selanjutnya dalam rangka
memperkuat posisi hak aasi manusia bagi
setiap negara, PBB mempromosikan dan
berhasil mendeklarasikan (Jniversal
Declctlution of Human Right pda tanggal
l0 desember 1948. Deklarasi tersebut
terdiri atas 30 pasal, meliputi hak-hak sipil,
budaya, ekonomi, polotik dan sosial.
(United Nation 1998 : 218 ). Untuk
mempromosikan dan memperkenalkan hak
asasi manusia secara ekstensil PBB
menugaskan Economic and Social Council
( ECOSOC ) membentuk komisi yang
merancang suatu perjanjian internasional
yang memiliki kekuatan yang mengikat
bagi iegara-negara, yaitu The lntematibnal
Covenant on Eco-noiriic,'Sicial and Culture
Rights (1976). Hak-hak yang menjadi pusat
perhatian ialah hak atas peke{aan dengan
kondisi layak; hak atas perlindungan sosial
dan standar hidup yang pantas; dan hak
atas pendidikan dan penikmatan kebebasan
budaya serta kemajuan ilmu pengetahuan.
Pada tahun 1978 pe4anjian tersebut telah
di ratifikasi oleh | 37 negara.

Hingga tahun 1990, PBB dan
Organisasi-organisasi Intemasional lainnya
telah memiliki 75 instrumen hukum yang

melindungi hak asasi manusia, baik yang
bersifat universal maup[n regional.
Irdtthesia . ' baru meralifikasi 17 dari
sejumlah instrumen hukum lersebut diatas,
yaltu:

l. Internat rtnal ('onvention on
Eltmination o/' All Forms
Rac ial Drscr iminatknt ( I 965).

2. International ('onvention on the
Suppression and Punishment ol tlte
('rime Aparthetd (l 9i' 3).

3. ILO ('onvenlion con,:erning Equal
Remunerotion for Men and Llbmen
Ll/orkers .for I'ltork o,t Equul I'alue
(195 r  ) .

1. 11,0 ('onvent ron conL'ermnx
Discrrminutnn in Respect a/'
Empktyment and Occupation
(t9s8).

5. ('onventrn on the f'revention und
Punishment of th,: ('rime o./
(ienocde ( 19181.

6. ('onvention on the Non-
Applicabilit_y of Statutory
Limitaltons to War ('rimes urul
('rimes ugatnst Humanit:t (I96U).

7. Protocol amending the Sluvery
('onventron (1968).

8. Supplementary ('onrention on the
Aboltlion tl Slaver.t,. the Slere
Trade, und Inst utnns arul
I'racttces Similar to S:lovery (1956).

9- ('onventkn for the liuppressron of
the Traffic on Persc'ns and of the
Exploitalion o/ the ['rottutton of
Others (1950).

the
ql

Hahum, I)emohrqti Dan Hah Asasi Manusio:
Mo*na Don Implementasinyo Di Indonesia

-t t0 Sri Handayani



PERSPE,KIIF Volune vI No.4 Ishun 2Ml Edisi Ohobcr

10, II.O C.orve ion conaerning
F orced lahour (1934):

1 L il,o (:otntention' cvncerni\g the
. Adicaaion aJ' the: PrincrPles 9f

the Right to otganize (1919).
I2. .Convention on the Polttical Rights

of Wtmen (1952).
13. (owention on the Elitniwtion All
. F onns ol' Drscrimirlr,tion aglsinst

I|bmen (l,979).
11. Geneva' Cofiention fur the

Ameliotdion of the (londitiod of
the Won&d'arul Sicft in Armed
llorces in tle l"ield (1949).

15. (jeneva (owention for rhe
Ameliorati(n of the (.:andttion of
the wom&d attd Sick in

" - Shiwrecked Members o/ Arncd
Forces at Sea (194q. '

. 16. (|eneva Cofiventton relative to the
Treatnent of Prt"w{ers of War
(te19)

17. Getva (onventrm relative to tlre
Prolection of t:ivilian Persoru in
Time aJ' War (1949). {Mashur
Efr€ndi. 1994 l7GTl\.

Bagrimamprn . konsoP hak asasi
mmusia itu tirbk tctpisaf*an dengan
konscp demokrasi $atu .:neg8ra.
Pertembongon &mokrasi pada akhir abod
)O( di EroPa, melahirkan denokasi
plunlis (phnaltst demwaqt) Yaitu
dsnokmsi yang berlandaskan hak asasi
rnsnusia dan kebebasalr- frrndamental,
kcadilan sosial dan . kcamanan yang

scimbrng seba$tmam diarryUlan dalam
Piogrm Paris. (.Pbgrn Paris:2t)00 ;.

Pqnehaman konscP, .het : asasi
mshusir dan dcmolrasi s.r{pt diperlulstl
bsgi snsytr.rhrt suatu neganr. .Pemahamu,
yangi kurang ,tcrtudnp dua hal tersch$
akar mcngakib*tEn damprk yang tidlk
diingir*ao* ddrn,', indcodnagiqya'
Demikiu, ipulnr,hahts: {re$ap' hak -asrsi
manria tcnebu! ditrroctt lolf.trg dsrt
komiston.i6gan konsep demoknri yoqg
dianur olch suaru rcgrra.

Inphnoltroi Do.okrlri Drn Hrh Anri
Mnmie Di Ildolerie

Delgm herjalannYa wd{tu dan
sajanlu porkembangrn d€mokrasi dan H8k
Asosi tt{anrrsia di Indones:ia menBslsmi
pasng $n&' sciring dengrrn. perubobarl'
pcnrbalran .sistim pemerinahaq Scjct
Indonpsi& mcrdeka sampei saal ini telsh '
mengEl lmi 3 orde yaitu Orae lau' Ne.
Bara &n Orde Reforwst. Pedr mr|r,Qrde
Lans dikenil d€ngln tlrnr Dctoknsi
Taeimpin, sed8ngfan po,Qr.,rqQFg,Orde
Barrr dikenal dengg n$rs :tDemoftrasi
Pancasila.- l l

M€nurut Dcnolfaoi,, Tcrpimpin .'
inti, dari 'Frflusyawfiltae adaloh
'mrs1awanh unhrl mufakqt" Yang
bilrmana tid.k dic.pei, rmlcr musyawanh
[anrg ncnempgfr,'sahh satu jalan sebagli
bcr i tut ' :  .  . ' " . '  ' . '

a. Persoalannyadisenbtmlenrda
pemirnpin rmtul:', megnmbil
kcbijake.Fsan .'-. dcngFn

E|I*t* DcreLnti D.r Eal Atrtt ,loretio;
ll.tnt Dtn Inptc;cntasinyo Di Indonesio
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memperhatikan pendapat-
pendapat yang bertentangan.

b. Persoalannya ditangguhkan.
c. Persoalannya ditiadakan sama

sekali.
Perbedaan Demokrasi Pancasila

dan Demokrasi Terpimpin ialah bahwa
Demokrasi Pancasila juga mengutamakan
musyawarah untuk mufakat, namun
pemimpin tidak diberi hak untuk
mengambil keputusan sendiri bila mufakat
bulat tidak tercapai. melainkan melalui
v()/irg (pemungutan suara). Mahfud, 1998:
zl2-43). Perbedaan ini ditinjau dari teknik
prosedural.

. Nampaknya Demokrasi Pancasila
lebih menjamin persainaan hak dalam
pemungutan suara, narnun dalam praktek
voting seringkali dapat dipermainkan
dengan cara memperjual-belikan suara
(money politic). Dalam banyak hal dapat
disimak bahwa keputusan berada di tangan
presiden, dengan sarana mengeluarkan
Kepres-Kepres.

Dengan tumbangnya Orde Baru,
berganti dengan Orde Reformasi,
penghormatan terhadap hak asasi manusia
mulai mendapat perlutian yang sangat
bevtr, terutama dalam rangka memulihkan
kembali kepercayaan dunia intemasional
terhadap Indonesia yang telah mendapat
sorolan tajam atas tuduhan pelanggaran
hak asasi manusia.

Pada tahun 1998 MPR menetapkan
l'AP. No.XVIVMPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia yang kemudian
direalisasikan dalam Undang-U ndang No.

39 Tahun ,1999 
tentang Hak Asasi

Manusia. Pada tahun yang srma pula telah
dilakukan pengesahan Internatu>nal
('owention on the Elim totion d AIl
Forms of Rucise l)iscrnunatktn 1965
melalui Undang-Undang lrlo. 29 Tahun
1999. Selanjutnya sebagai sarana
pelengkap bagi penegakan hak asasi
manusia, ditetapkanlah Undang-Undang
No.26 Tahun 2000 tenlang Pengadilan Hak
Asasi Manusia, serta dirindak lanjuti
dengan Kepres Nomor 3l Tahun 2001
tentang Pembentukan. Pengadilan Hak
Asasi Manusia.

Perangkat peratuftrn perundang-
undangan tersebut diatas merupakan modal
dasar bagr perlindungan dan penegakan
hak asasi manusia di Indonesia. Sungguh
merupakan kebijakan yang luar biasa telah
ditetapkannya Undang-Unoang No. 29
Tahun 1999 tentang ratifikasi terhadap
konvensi penghapusan s':ga.la bentuk
diskriminasi rasial, mengingat kondisi
masyasakat Indonesia .yang sangat
majemuk.

Sementara itu Undang-Undang No
39 Tahunl999 telah mengadopsi prinsip
prinsip Declaration of Fluman \ight,
bahwa stiap orang dilahirkan dengan harkat
dan martabat yang sama dan sederajad
yang dituangkan dalam seprangkat hak
yaitu ;

L hak untuk hidup (pasal 9)
2. hak berkeluarga dan melanjutkan

keturunan (pasal l0)
3. hak mengembangkan diri (pasal I I

s/d 16)

H,.ham, Demotrasi Dan HaL Asosi Monusia;
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4. h* untuk memperoleh keadilan
(pasal lTVd l9)''

5. hak atas kebebasan pribadi (psal
20 sld27)

6. hak atas rasa aman (pasal 29 s/d
35)

. 7. ha& atas keesejahtenan (pasal 36
sld 42\

. 8. hak turut s€rta dalarn
pemerintahon (pasal 43 sld 44)

9. hak wmita(pasal 45 Vd 5l)
10. hak anak (p6sd 52 s/d66)

Dahn implemantasinya belum
semua hak dapat terwuj.ud. Seperti
misalnya, hak .aras kcsejahferaan; masih
bsn),ak rdryat . yeng tcdantar dalam
kemiskinan drn kita saksikan banyak
demonstrasi yang dilatukrn pera buulr
unhrk mcnuntut hidup layak. Demikian
pula rnasih banyak anak-anak yang
terlantar dan menjadi mak jalanan serta
pemerkosaan terhadap wanita.

Sebagai tindak lanjut bagi
penegakan hak asasi mamrsia, ditctapkan
suatu Pengpdilan Hak Asasi Manusia yang
merupa&an pengadilan khusus terhadap
petaqggaran hak asasi manusig png berat
yang meliputi kejaharan &rhadap genoeide
dan kcjahatan terhdap kemanusiaan (pasal'
7 UU No. 26/2W) (Convortion of the
Prevension and Punishmeirt: 1948).
Kekhususan dalam penanganannya ialah;

l. dipetlukan penyelidik dengan
mcnb€ntuk tim ad hoc, penyidik ad
hoc, dan hakim ad hoc;

2. penyelidikan hanya dilakukan oleh
Komnas llAM;

3. diperlukan kctentuan tenhng
' te$grhg i :laktu " 'tertsntu untuk
ur€l*ukan pcnyidikarl' petuntutan
den pcmeriksaan di pcngadilan;

4. diperlukan ketentuan mengenai
, .perlinfuiggr korban dan saksi; dan
5. dipcrlukan ketenilan yang

meregaskan tidak ada kadaldwarsa
bagi pelanggran HAM b€rat.
Khusus mlengenari kadaluurarsa

diatur dalam pasal 43 ryat (2)'serta
pc4felasannya. Dari isi ketfftuan pasat ini,
jelaslah bahwr tndsng-uq&ng ini (dengan
persctujuan DPR) dapat berlaku surut.
Ketentuan ini mcrupakan penyimpongan
tertradap'isas no'n rEtroactivity. (Suwoto M
20ffi: 87-88 ) '

Kerdala yang dihadapi std ini
berkenaan pelanggaran hak asasi manusia
b€rat ialdl pemilihan calon hakim ad hoc,
dimana prosesnya tidak transpamn. Asnara
Nababan mengkhawatirtan proses scleksi
yang tertutup akan meragukan publik akan
kredibilitas majelis hakim.(Jawa Pos:
2001)

Irdonesia sebagai negara hukum,
peneg*an hukum sudah scmestinya
nerdapot froritas 

',ang 
utama AV.Dicey,

mcmberikan ciri rule of law (negara
hukum) sebagai bcrikut;
(a). Supremasi hukum. (b). Kcdrdukan
yang sama did€pdn hukun bagi rakyat
maupun pejabat. (c). Teriaminnya hak-
hak manusia oleh Undang-undang dan
keptusan Pengadilan.

Oleh karena itu, disamping
pengaturar hukwn .s€&rra lengkap

Hxltn, Dcnohgti Doa Hoh Atsti lrlon(tiq;
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dibuluhkan kesadaran hukum basi
penegakan hukum itu sendiri.

Petrutup
Konsep Demokrasi dan Hak Asasi

Manusia merupakan dua konsep yang
saling berhubungan erat. Pemahaman akan
kedua konsep tersebut sangBt penting bagi
masyarakat lndonesia yang scdang
membangun bangsanya. Didalam
menyelenggarakan demokrasi akan
terwujud pengakuan, perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia.

Sebagai konsekuensi negara
hukum, instrumen hukum dibutuhkan
untuk memberikan arahan, pandangan,
batasan-batasan dengan mcmberikan
kriteria-kriteria yang jelas akan makna dan
fungsi demokrasi dan t{AM Demikian
pula instrumen bagi penegakan hukum
perlu segera diwujudkan.

Mengingat perkembangan dunia
begttu pesat, Indonesia menghadapi
tantangan era global yang menutut
dipenuhinya konsensus-konsensus dengan
masyarakat dunia intemasional dengan
segera melakukan ratifi kasi.

Akhimya implementasi dan
terwujudnya demokrasi dan perl indungan
hak asasi manusia serla penegakannya
sangat tergantung pada pemerintahan yang
bersih dan korupsi. kolusi dan nepotisme.
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